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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap masih maraknya
keterlibatan Kepala Desa dalam Politik Praktis, terutama menjelang pemilu. Hal ini
menunjukan ketidakseimbangan dalam implementasi undang-undang. Peraturan
Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum memberikan dasar hukum dan pedoman teknis bagi Bawaslu dalam
melakukan pengawasan. Penting bagi Bawaslu dalam mencegah dan menindak
pelanggaran Pemilu, serta memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai
prinsip-prinsip demokrasi.

Fokus Penelitian yang peneliti lakukan adalah: 1) Bagaimana peranan
Bawaslu Terhadap Kepala Desa dalam Politik Praktis 2024 Berdasarkan Peraturan
Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 2)
Bagaimana Upaya Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Kepala Desa dalam
Politik Praktis 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Bawaslu
dalam pengawasan dan penanganan Kepala Desa dalam Politik Praktis 2024
berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Metode penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode yuridis
Empiris. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis apa yang
diteliti melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, atau dengan kata lain
penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang
terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Berdasarkan Peraturan Bawaslu
Nomor 5 tahun 2022 peran Bawaslu dalam pengawasan dan Pencegahan
pelanggaran kepala desa dengan melakukan sosialisasi berupa seminar dan
himbauan kepada seluruh Kepala Desa se-kabupaten Tulungagung. Pencegahan
dilakukan sebelum adanya pelanggaran dan penindakan dilakukan setelah terjadi
pelanggaran. Bawaslu juga melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan karena
masyarakat yang mengetahui langsung kejadian dilapangan. Bawaslu melakukan
evaluasi pasca pencegahan dan penindakan guna mengetahui kekurangan supaya
bisa meningkatkan pengawasan dimasa mendatang. 2) Terkait dugaan pelanggaran
Kepala Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo, Bawaslu melakukan penelusuran
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yang akan ditetapkan sebagai temuan selanjutnya pembahasan bersama sentra
Gakkumdu, pemanggilan Kepala desa dan saksi-saksi untuk klarifikasi kemudian
dibuatkan kajian yang menentukan termasuk dalam pelanggaran administrasi atau
pidana pemilu, dan penindakan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap
selanjutnya karena unsur Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu tidak terpenubhi.
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This research is motivated by concern about the rampant involvement of
Village Heads in Practical Politics, especially ahead of the elections. This shows
an imbalance in the implementation of the law. Bawaslu Regulation Number 5 of
2022 concerning the Supervision of the Implementation of General Elections
provides a legal basis and technical guidelines for Bawaslu in conducting
supervision. It is important for Bawaslu to prevent and take action against election
violations, as well as ensure that the election process runs in accordance with
democratic principles.

The focus of the research conducted by the researcher is: 1) What is the role
of Bawaslu for Village Heads in Practical Politics in 2024 Based on Regulation
Number 5 of 2022 concerning Supervision of the Implementation of General
Elections. 2) How are Bawaslu's efforts in handling violations of Village Heads in
Practical Politics 2024. This study aims to determine the Role of Bawaslu in the
supervision and handling of Village Heads in Practical Politics 2024 based on
Bawaslu Regulation Number 5 of 2022 concerning Supervision of the
Implementation of General Elections.

The research method conducted by the researcher uses the empirical juridical
method. This research seeks to describe, record, and analyze what is researched
through interviews, observations, and document analysis, or in other words this
research is carried out on the actual situation or real circumstances that occur in

the field.

The results of this study show that: 1) Based on Bawaslu Regulation Number
5 0f 2022, the role of Bawaslu in supervising and preventing violations by village
heads by conducting socialization in the form of seminars and appeals to all Village
Heads throughout Tulungagung district. Prevention is carried out before there is a
violation and action is taken after a violation occurs. Bawaslu also involves the
community in terms of supervision because the public knows firsthand what is
happening in the field. Bawaslu conducts post-prevention and enforcement
evaluations to find out shortcomings in order to improve supervision in the future.
2) Regarding the alleged violation of the Head of Kradinan Village, Pagerwojo
District, Bawaslu conducted a search that will be determined as the next finding for
discussion with the Gakkumdu center, summoning the Village Head and witnesses
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for clarification then a decisive study was made including administrative or
criminal violations of the election, and the action could not be continued to the next
stage because the elements of Article 490 of Law Number 7 of 2017 concerning
Elections are not Fulfilled.
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